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PENDAHULUAN

Kongruks demokras di ddam sastem palitik Indonesia, sebagai-
manadi negara-negaramodern lainnyaadal ah menggunakan sistem
perwakilan (representative democracy) yang dipilih melalui Pemilu
(Marijan, 2010). Gelombang demokrasi di Indonesiadimulai setelah
kegjatuhan Soeharto, ditandai dengan adanya pel aksanaan pemilihan
umum yang benar-benar bebasuntuk memilih anggotalegidatif di tahun
1999 (Elson, 2009). Namun masa ah utamapemilu di Indonesiapada
erareformas tidak terletak padakuditas pelaksanaan Pemilu, melain-
kan padalemahnyaakuntabilitaspolitik dari ingtitus politik yang ada
Pemilulegidatif telah dil aksanakan cukup demokretis, namun anggota
legiddtif terpilih yang merupakan wakil partal politik akuntabilitasnya
lemah terhadap pemilih dan pendukungnya(Sulistiyo, 2002). Padaha
akuntabilitaspolitik yang berhubungan dengan adanyarasatanggung
jawab anggotalegidatif terpilih setinggi mungkin terhadap parape-
milihnyaada ah sangat penting, bahkan perwakilanyangterpilihdinila
tidak adaartinyatanpaakuntabilitas (Reynold, 2001).

Berdasarkan jg ak pendapat yang dilakukan Kompasterhadap
responden pemilih 7 partai politik yangloloseectoral threshold pada
Pemilu 1999, yakni: Partai Demokrasi Indones aPerjuangan, Partal
Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Na
siond dan Partai Bulan Bintang, ditemukan indikasi bahwasebagian
pemilih Partai Golongan Karyadan Partai Bulan Bintang merasake-
cewaterhadap kinerjawakil partai politik yang telah merekapilihdi
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legidatif nasond (Kusumah, 2001). Polling Media Indonesatentang
perseps masyarakat terhadap kinerjapartai politik ditemukan lebih
dari 90% responden menganggap kinerjaparta politik buruk, penilaan
ini tidak bisadilepaskan dari kinerjabadanlegidatif yang anggotanya
merupakan kader-kader partai politik (Sjahrir, 2004). Banyak pe-
ngamat mengatakan bahwaanggotalegidatif ebih cenderung me-
mentingkan kepentingan pribadi dan partai-partai politik yang di-
wakilinyadibandingkan kepentingan rakyat dan kepentingan nasiond
secaraluas. Kuatnyaorientas kekuasaan dan kekayaan paraanggota
legidatif telah membuat lembagaini tidak pekaterhadap kebutuhan
dan tuntutan rakyat (Winarno, 2007).

Setelah beberapakali Pemilu tingkat akuntabilitasanggotale-
gidatif dimatamasyarakat Indonesiatetap rendah yang ditunjukkan
dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPR
periode 2004-2009tidak lebih baik dari sebelumnya(Marijan, 2010).
Daam|gak pendapat Kompasdi awa tahun 2006 kembdi ditemukan
rendahnyatingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerjapartal politik
dalam merekrut dan mengendaikan anggota-anggotanyayang terpilin
di parlemen agar mau menangkap aspirasi masyarakat. Selanjutnya
hasil survey Charta Politikatahun 2010, ditemukan sebanyak 63,7
persen responden menilai bahwa performakinerjaDPR 2009-2014
tidak Iebih baik dibanding DPR periode sebel umnya.

K ekecewaan parapemilih partai tertentu terhadap kinerjawakil
parta politik di legidatif lokd (Dewan Perwakilan Daerah) |ebihtinggi
dibandingkan kekecewaan terhadap kinerjaanggotalegid atif di tingkat
nasional. Hal ini ditemukan dalam jajak pendapat yang dilakukan
K ompasterhadap responden pemilih 7 partai politik padapemilu 1999
( Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan, Partai Golongan Karya,
Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional dan Partai
Bulan Bintang) ditemukan indikas bahwamayoritaspemilin 7 parta
politik tersebut merasakecewaterhadap kinerjawakil partai politik
yangtelahmerekapilihdi legidatif loca (Kusumah, 2001).

Lemahnyaakuntabilitasanggotal egidatif terhadap parapemilih-
nyadinila berhubungan dengan sgjauhmanaprosesdemokras dalam
rekrutmen (democr atic recruitment) calon legidatif yang dilakukan
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olehpartai politik. Meskipun partal politik di Indonesiatel ah menetap-
kan kriteriaddammenydeks caon, namunkriteriaini seringdiabaikan
bahkan dimanipulas dengan tetap mengutamakan penetapan calon
berdasarkan hubungan pribadi dan jaringan patronage, sehinggakader
partai yang berkualitas namun tidak punyauang dan koneksi tidak
memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir politiknya(Fealy,
2001). Oleh karenaitu, perlu perubahan dalam sistem rekrutmen ang-
gota DPR dengan caramengubah peran partai politik tidak hanya
sebagal fasilitator bagi mobilitas anggotanyatetapi jugasebagai pe-
miliharakuaitaspeformaanggota DPR dalam menampilkan gagasan
dan citrapartai (Legowo, 2006).

K ekecewaan pemilih terhadap kinerjaanggotaDPRD juga ter-
jadi dibeberapakabupaten dan kotadi Provins Riau. WargaK eca-
matan Rumbai kecewa terhadap kinerjaanggota DPRD Kota Pe-
kanbaru yang tidak memproses pengaduan mereka. Padaha mereka
telah memasukan pengaduan ke DPRD K otaPekanbaru sgak 2 bulan
yang lau (www.menitriau.com, 11/05/2010). Forum Indonesiauntuk
Trangparans Anggaran (Fitra) kecewadengan kinerjaanggotaDPRD
kota Pekanbaru yang tidak sebanding dengan danayang dihabiskan
paraanggota DPRD Pekanbaru yakni 85 Milyar (www. Metroriau.
com, 22/10/2010). Demikian jugakinerjaDPRD kabupaten M eranti
juga dinilai masyarakat kurang berhasil menjalankan tugas dan
fungsnyadengan baik (www. Dumai Pos.com, 10/02/2011). K ekece-
waan masyarakat terhadap kinerjaanggota DPRD jugaterjadi di
Indragiri Hilir (www.Riaumandiri.net, 17/7/2010).

Sebagian masyarakat jugakecewadengan kinerjaDPRD Siak
yang tak kunjung menydidiki kasus 13item proyek multi yearsdi Siak
(www.menitriau.com, 22/12/2010). K ekecewaan masyarakat juga
tertuju padalemahnyadis plinanggotaDPRD Bengkalis, sehinggadua
rancangan peraturan daerah batal diparipurnakan (http:/ riauterkini.
com, 13/01/2011). Demikian jugamasyarakat di kabupaten Peldawvan
jugakecewadengan kinerjaanggota DPRD Peld awan (http:/ kapu-
news.com, 11/03/2012).

Berdasarkan datayang diperoleh dari berbagal sumber, diketahui
bahwasaluruh anggotaDPRD di 12 kabupaten dan kotahasil pemilu
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legidatif di Riau berjumlah 440 orang. Sebanyak 284 kurs (64,5%)
adalah milik 6 Partai politik, yakni : Partai Golkar, Partai Demokrat,
Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan (PDIP), Partai Persatuan
Pembangunan (PPP), Partal Amanat Nasional (PAN), dan Partai Ke-
adilan Sgjahtera(PK S). Berikut digambarkan jumlahkurs legidatif
hasil pemilu 2009 untuk tingkat kabupaten dan kotase-Riau:

Tabel 1. Jumlah Anggota DPRD Tingkat K abupaten dan Kota Se-

Riau Pemilu Legidatif Tahun 2009 menurut Partai Politik

Jumlah Perolehan Kursi Legislatif di / Kota
Partai Kuantan Total/

No Politik Pekanbaru [ Singingi [ Inhil | Inhu | Rohul | Rohil | Siak | Bengkalis | Dumai | Meranti | Kampar | Pelalawan | Persentase
1 Golkar 9 9 8 1 7 12 4 5 5 3 11 7 91

2 | Demokrat 9 3 7 4 3 S 4 5 3 2 6 3 54

3 PDIP 2 2 2 4 3 5 5 4 3 2 4 38

4 PAN 5 2 2 3 3 5 2 3 3 5 3 36

5 PPP 4 4 2 6 1 3 3 3 2 2 3 2 35

6 | PKS S 1 2 3 1 3 6 2 1 E) 1 30

284
Total Kursi 6 Partai Politik (64,5%)
156
Total Kursi Partai Politik Lainnya (45,5%)
440
Total Kursi legislatif tingkat kota Se-Riau (100%)

Dataddam Tabe 1 di atasmenunjukan mayoritaskurs anggota
legidatif untuk tingkat kabupaten dan kotase- Riau didagpatkan partai
Golkar dan 5 Partai politik lainnya. Artinya6 partai tersebutlah yang
paing banyak mengantarkan kedernyamenduduki kurs legidatif, yang
pada akhirnyakinerja parakader partai yang merupakan anggota
legistif tersebut menimbul kan kekecewaan masyarakat. Salah satu hal
yang menentukan buruknyakinerjalegidatif adalah polarekrutmen
kandidat calonlegidatif. Menurut DelucaDe (2000), metode seleks
kandidat akan menentukan kualitas kandidat yang akan terpilih dan
bagai mana kandidat-kandidat itu menjaankan tugasnya (Gjerde,
2006). Berdasarkan pendapat tersebut didugapolarekrutmen oleh
partal politik yang banyak menjadikan kadernyaduduk di legidatif
menjadi penyebab kekecawaan masyarakat terhadap kinerjaanggota
legidatif tingkat kabupaten kotase-Riaul.
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